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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh
norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Nomor
90/PUU-XXI/2023 karena dalam proses pengambilan Putusan tersebut terjadi pelanggaran
berat Sapta Karsa Hutama, yang dilakukan salah satu hakim konstitusi. Pemohon merasa
bahwa pelanggaran betik tersebut menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum terhadap
penafsiran konstitusional Pasal 169 huruf g UU 7/2017.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah pengujian norma Undang-Undang in casu Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana
telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 terhadap UUD
1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.

Berkenaan dengan permohonan provisi, ternyata petitum provisi Pemohon dimaksud
pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan provisi a quo hanya diajukan Pemohon
apabila Mahkamah tidak memutus tentang pokok permohonan setelah Pemohon
mendaftarkan perbaikan Permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena terhadap
perkara a quo, Mahkamah memutus mengenai pokok permohonan Pemohon segera setelah
Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan tanpa melalui persidangan pemeriksaan
lanjutan (Pleno), maka permohonan provisi tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada
ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun



kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
UU MK.

Bahwa Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI1/2023, yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 16
Oktober 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 di atas, dan juga
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya, berdasarkan ketentuan norma Pasal
10 ayat (1) UU MK, merupakan Putusan yang diputuskan oleh badan peradilan pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Di samping itu, berdasarkan ketentuan
Pasal 47 UU MK dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10
dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a
guo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat
dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan
peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang
mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai
kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan
badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian
halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan
mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak
selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun. Oleh
karena itu, dengan berlakunya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsekuensi
yuridisnya, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan
konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan
oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma
dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60
UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review
dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.

Secara faktual Pasal 17 UU 48/2009 merupakan ketentuan yang mengatur tentang
pengejawantahan sistem peradilan yang terpadu, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya
Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, masing-masing badan peradilan, baik peradilan yang
berada di Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah
Konstitusi dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya bertumpu pada hukum acara yang
mengatur tata cara beracara pada masing-masing peradilan yang bersifat khusus, yang
masing-masing mempunyai karakter dan akibat hukum yang berbeda-beda apabila hukum
acara dimaksud tidak dipenuhi. Dengan demikian, khusus ketentuan norma Pasal 17 UU
48/2009, jika dicermati memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang tidak seluruh
ketentuan yang ada dalam pasal dimaksud dapat diterapkan dalam praktik peradilan
Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh pada ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU
48/2009. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal
77 PMK 2/2021, maka jelas ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tersebut
tidak dapat diterapkan untuk menilai adanya akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi
jika benar ada peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan lain yang
terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan
peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
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diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Demikian halnya berkenaan dengan
amanat Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 yang meminta agar perkara dapat kembali diperiksa
dengan susunan majelis hakim yang berbeda adalah ketentuan yang juga tidak mungkin dapat
diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam setiap pengambilan putusan harus
didasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU MK dan Pasal 66 ayat (3) PMK 2/2021, yang
mewajibkan Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim
konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang, yang mengandung makna setiap perkara harus
diputus oleh 9 (sembilan) atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Dengan
demikian, pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara
sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat
diterapkan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, di dalam mempertimbangkan dalil
permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu
pada UU MK yang bersifat khusus dan hal ini sejalan dengan asas “lex specialis derogat legi
generali”, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum karena
kedua ketentuan dimaksud mempunyai kesederajatan yang sama, meskipun tetap pula
mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 UU 48/2009 sepanjang ada relevansinya, in casu
Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 berlaku secara umum bagi pemegang
kekuasaan kehakiman. Sedangkan, terhadap Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma pasal tersebut tidak dapat diberlakukan
terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifatnya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir.
Terlebih, jumlah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi adalah 9 (sembilan) orang, yang
dalam pengambilan keputusannya harus dilakukan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi atau
sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

Setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023,
halaman 358, yang menyatakan: “Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI1/2023 tersebut telah
berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap
menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar
bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi
bersifat final dan mengikat.” Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan
dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru
menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan
mengikat. Oleh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU
48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian kesimpulan pada halaman 380, yang
menyatakan: 1.) Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi,
in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. 2.) Pasal 17 ayat (6) dan
ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut juga membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK telah berpendirian,
penilaian sah atau tidak sahnya putusan yang disebabkan adanya pelanggaran kode etik
khususnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak
dapat diterapkan untuk menilai putusan dalam perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi termasuk, in casu menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1)
sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat
(1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021,
Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan,
menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung
pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta
dapat dibenarkan.



Sekalipun tidak dicantumkan secara expressis verbis dalam UUD 1945, persyaratan batas
usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pernah menjadi salah satu
pembahasan dalam perubahan UUD 1945. Sekalipun menjadi salah satu masalah yang
dibahas, batasan usia minimal disepakati untuk tidak diatur, sehingga diserahkan menjadi
materi yang tunduk pada delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Apabila diletakkan dalam
konteks perbandingan, pilihan untuk tidak mengatur secara expressis verbis dalam konstitusi
adalah pilihan yang dapat diterima secara universal. Dalam hal ini, merujuk konstitusi negara
lain, pada satu sisi, sejumlah negara mencantumkan syarat batasan usia minimal menjadi
calon presiden dan calon wakil presiden dalam konstitusinya masing-masing. Sementara di
sisi lain, sejumlah negara tidak mengatur batasan minimal dimaksud dalam konstitusinya.
Berkenaan dengan batas usia minimal tersebut, apabila merujuk pada pengaturan dalam
undang-undang setelah perubahan UUD 1945, ketika pengaturan pemilihan umum presiden
dan wakil presiden masih terpisah dengan pengaturan pemilihan umum anggota legislatif,
yaitu pada Pemilihan Umum 2004, 2009, dan 2014 diatur batas minimum menjadi calon
presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima)
tahun. Namun, ketika pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disatukan
dengan pemilihan umum anggota legislatif dalam rezim pemilihan umum serentak antara
pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang
dimulai pada tahun 2019, persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden dinaikkan
menjadi paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun. Merujuk pada bentangan empirik
tersebut, batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden terbuka
“disesuaikan” dengan kebutuhan dinamika bernegara sepanjang penyesuaian dengan
dinamika tersebut diatur dengan undang-undang. Mahkamah dapat memahami jika banyak
kalangan menghendaki perubahan, termasuk untuk menurunkan, batas usia calon presiden
dan calon wakil presiden. Dengan banyaknya varian dimaksud yang disertai berbagai macam
argumentasi yang melingkupinya, Mahkamah tidak dapat dan tidak mungkin akan menentukan
batasan usia minimal yang mana yang dapat dikatakan konstitusional untuk menjadi calon
presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, perubahan batasan usia minimal termasuk
kemungkinan menentukan batasan usia maksimal untuk menjadi calon presiden dan calon
wakil presiden adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk
menentukannya.

Berkenaan dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan
(dialternatifkan) dengan jabatan publik (public official) atau penyelenggara negara yang
pernah/sedang dijabat seseorang untuk dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden,
setelah Mahkamah membaca berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat
beberapa pengertian perihal “pejabat negara” atau “penyelenggara negara”. Misalnya, dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); dan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008) memberikan
pengertian Penyelenggara Negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 UU 40/2008). Sementara itu, Pasal 122 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Pejabat negara, yaitu
presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah; ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada
Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali
hakim ad hoc; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan
anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua
dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar
biasa dan berkuasa penuh; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil
bupati/wakil walikota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.



Pejabat negara atau penyelenggara negara melingkupi pengertian yang begitu luas. Dalam
hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan untuk menyepadankan atau membuat alternatif
syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, karena terlalu luasnya
pengertian pejabat negara atau penyelenggara negara yang dimuat dalam beberapa
peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk
undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau
penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk
menggantikan batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah
40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru
terhadap norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang
tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan
elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia
minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi
wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak
begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil
presiden. Sebab, jabatan Presiden merupakan jabatan tertinggi kekuasaan pemerintahan
negara (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), penting dan strategis dalam suatu negara demokrasi
konstitusional dengan sistem presidensial. Selain itu, posisi Presiden sebagai kepala negara
juga sebagai kepala pemerintahan. Secara konstitusional, kekuasaan Presiden diatur dalam
Bab Il tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam menjalankan tugas sebagai
presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya [Pasal
8 ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu, jabatan wakil presiden pun menjadi jabatan pokok,
penting, dan strategis dalam suatu negara demokrasi konstitusional yang menganut sistem
presidensial. Mengingat sebegitu pokok, penting, dan strategisnya jabatan presiden dan wakil
presiden, maka syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden harus lah
benar-benar sesuai dengan bobot jabatannya. Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan
dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh
jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official).
Misalnya, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai
alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon
wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih
rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan
pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah
provinsi. Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945
menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang
terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi
dan selanjutnya kabupaten/kota. Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan
tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat
secara berjenjang. Desain politik hukum pembentuk undang-undang membuat tingkatan batas
usia boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang
menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah,
yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau
walikota di usia 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode
kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun,
sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur.
Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden.
Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman
dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya,



sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya
pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang. Misal, seseorang yang
semula menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon
wakil presiden. Di sisi lain, tantangan sebagai presiden dan wakil presiden, lebih rumit dan
kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan
segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Oleh karena itu, sosok
calon presiden dan calon wakil presiden haruslah figur yang matang secara emosional,
kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta haruslah figur yang
dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa. Oleh karena itu, jika diperlukan perubahan
terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil
presiden maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat
sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk
undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (opened legal policy). Upaya
menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub
dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau
penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan
dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap
merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu
menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua
pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan
pemilihan umum setelahnya. Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan
melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 sebagaimana
telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 agar merujuk
pada kriteria pembatasan-pembatasan tersebut. Berdasarkan seluruh rangkaian
pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 169 huruf g UU 7/2017 sebagaimana
dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon
tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan Permohonan Provisi tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



